
 

 

 

 

BUPATIBENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR: B6 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR I 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
\ 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan penundaan penyaluran Dana 
Alokasi Umum Bulan Mei Tahun 2020 akibat Pemerintah 
Kabupaten Bengkayang tidak menyampaikan Laporan 
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 secara 
lengkap dan benar dengan mempertimbangkan upaya 
penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi 
perkembangan penyebaran COVID-19 didaerah, maka perlu 
dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbapgan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, Peraturan B~pati Bengkayang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bbngkayang Tahun Anggaran 
2020 perlu dilakukan perubahan kedua; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bengkayang tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); A 



 

 

 

 

I 4. Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Wembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomior 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa ka; terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



 

 

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimAna telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan 
Belanja daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Pemberia Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja 
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655 ); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249 ); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
19 /PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan 
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana 
Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 
penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
250); 
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Memperhatikan : 

Menetapkan 

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Dan/ A tau Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 1l Seri A) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
tentang Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Nomor 19); 

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 
tentang erubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 
Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13). 

Keputusan Menteri Keuangen Republik Indonesia Nomor 
10/KM.7/2020 tentang P~nundaan Penyaluran Dana 
Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap 
Pemerintah Daerah Yang Tllak Menyampaikan Laporan 
Penyesuain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun anggaran 2020. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.103.305.077.600,- berkurang sejumlah 
Rp.143.930.514.035,- sehingga menjadi Rp.959.374.563.565.- dengan rincian J,, sebagai berikut: l 



 

 

 

 

1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Surplus / (Defisit ) 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 

1) Semula 

2) Bertambah / (Berkurang) 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/ (Berkurang) 
Jum!ah Pengeluaran setelah Perubahan 

Rp. 1.101.305.077 .600,00 
(RD. 143,930,514.035,00]- 
Rp. 957.374.563.565,00 

Rp. 1.103.305.077.600,00 
(Rp. 143.930.514.035,00)- 
Rp. 959.374.563.565,00 
(Rp. 2.000.000.000,00) 

Rp. 2.000.000.000,00 
Rp. 0,00+ 
Rp. 2.000.000.000,00 

Rp. 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan (SiLPA) Rp. 0,00 

Pasal 2 i: 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Derah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri 
dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD; 
2. Lampiran Ia Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 

Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

3. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Hibah Yang Diterima; 

5. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Bantuan Sosial Yang Diterima. 



 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Serita Daerah. 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 22 
lee 

Ditetapkan di : Bengkayang 
Pada_aggga] a0 Mei 2020 
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Diundangkan di Bengkayang 
.pads .al a0 Mei 2020 

», 

S DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, 

.M.Si 


